5. PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu mengukur dan menganalisis besarnya
drajat desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia, mengukur dan menganalisis skor
efisiensi penyediaan barang publik 33 provinsi di Indonesia, dan menganalisis
pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap penyediaan barang publik
menggunakan data panel agregat 33 provinsi di Indonesia. Dari ketiga tujuan
tersebut, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini dirangkum kedalam 3

poin:

1.Secara umum indeks desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia masih
terbilang cukup rendah dengan rata-rata sebesar 0,09 (skala 0-1) selama tahun
2012-2014. Walaupun cukup rendah indeks desentralisasi fiskal masing-

masing provinsi tersebut mengalami peningkatan selama tahun 2012-2014

2.Mayoritas masing-masing provinsi di Indonesia memiliki skor efisiensi
penyediaan barang publik provinsi yang cukup tinggi yaitu dengan rata-rata 80
persen (skala 0-100%) selama tahun 2012-2014. Skor efisiensi penyediaan
barang publik tersebut menurun selama tahun 2012-2014. Provinsi DKI Jakarta
merupakan provinsi yang memiliki skor efisiensi dengan rata-rata hanya
sebesar 23% selama tahun 2012-2014. Hal ini dapat dikatakan bahwa DKI
Jakarta tidak efisien dalam menggunakan anggarannya. Skor efisiensi
penyediaan barang publik di provinsi DKI Jakarta rendah mungkin disebabkan
karena sebagian besar pengeluaran provinsi DKI Jakarta digunakan untuk
membiayai biaya operasional bukan digunakan untuk membangun fasilitas
publik. Selain itu pemilihan input dan output dalam analisis DEA juga dapat

mempengaruhi besarnya skor efisiensi yang dihasilkan.

3.Secara statistik indeks desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap efisiensi penyediaan barang publik. Namun arah pengaruhnya negatif.
Artinya ketika terjadi kenaikan indeks desentralisasi fiskal sebesar satu persen
justru akan menurunkan tingkat efisiensi penyediaan barang publik. Hal ini tidak
sesuai dengan hipotesis yang diungkapkan oleh Tiebout (1956). Selain itu
variabel lain yang ikut mempengaruhi tingkat efisiensi penyediaan barang publik
adalah karakteristik daerah regional masing-masing provinsi di Indonesia

kecuali karakteristik provinsi DKI Jakarta.
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5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang
dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai
berikut:

1. Penelitian ini menggunakan indeks desentralisasi fiskal The Enchance of
Fiscal Decentralization Index (EFDI). Pengukuran mengenai indeks
desentralisasi fiskal sangatlah banyak, sehingga penelitian selanjutnya dapat

mengukur indeks desentralisasi fiskal dengan ukuran yang berbeda.

2. Variabel dalam analisis DEA untuk mengukur skor efisiensi penyediaan
barang publik dalam penelitian ini menggunakan variabel input yang terdiri
dari jumlah PNS dan total belanja regional provinsi. Sementara itu variabel
outpunya berupa adalah jumlah sekolah negeri, jumlah rumah sakit publik,
jumlah, jumlah posyandu, jumlah puskesmas, panjang jalan, dan jembatan.
Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel input dan output
yang lain untuk menentukan skor efisiensi penyediaan barang publik yang

sesuai.

3. Penelitian selanjutnya mengenai desentralisasi fiskal dapat diteliti dengan
lingkup yang lebih kecil misalnya antara pemerintah daerah provinsi dengan

pemerintah daerah kota/kabupaten.
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